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ABSTRAK 
 
Rafika Hariadna Attamimi (B 121 12 134), dengan judul “Tinjaun 
Yuridis Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap 
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota 
Makassar”. Dibimbing oleh Achmad Ruslan selaku pembimbing I dan 
Romi Librayanto selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan 
sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
menghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi terhadap 
pegawai negeri sipil  yang melakukan pelanggaran disiplin.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
objek penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.. 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan 
narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan 
topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan 
secara deskriprif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis 
terhadap data tersebut.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan 
penjatuhan sanksi di Pemerintah kota Makassar belum sepenuhnya 
mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Adapun 
faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota 
Makassar yaitu Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan 
oleh atasan, Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam 
melakukan kewajibannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan 
pelanggaran disiplin, dan situasi politik, sering menjadi penghambat dalam 
penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makasar. Adapun saran penulis 
adalah Pelaksanaan  penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar, 
harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Makassar perlu mengadakan  sosialisasi terkait Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, Pemberian yang 
tegas kepada atasan ataupun pejabat yang berwenang menghukum yang 
tidak memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan 
pelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010,. 
Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin, Penjatuhan 
Sanksi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita untuk 
mewujudkan tujuan Nasional seperti yang telah diamanatkan dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan suatu 
masyrakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara 
materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah 
kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan 
yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan. 
Dalam usaha mencapai tujuan nasioanal tersebut diatas diperlukan 
adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah 
bersatu padu, bermental baik, beribawa, berdaya guna dan hasil guna, 
berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya 
sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. 
Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional 
terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya 
tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri sipil. 
Pegawai negeri sipil bukan saja unsur aparat Negara tetapi juga 
merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidup di tengah 
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Masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu di 
dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil bukan saja dilihat dan 
di perlakukan Aparatur Negara, tetapi juga dilihat dan diperlukan sebagai 
warga Negara.  
Pengertian Negara yang bersih, kuat dan beribawa yaitu aparatur yang 
seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di lihat dari segi 
moral dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-
undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada 
dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. 
Namun kenyataanya, masih banyak di temukan pegawai negeri sipil yang 
melakukan pelangaaran disiplin. 
 Dari data yang didapatkan, ada 163 Pegawai Negeri Sipil di 
Pemerintah Kota Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah 
Lebaran 2015 diketahui membolos atau tidak masuk kantor saat 
Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pamanto melakukan inspeksi 
mendadak. Sementara kepala BKD Kota Makassar Baso Amiruddin 
pada kesempatan itu mengatakan sanksi pasti dijatuhkan sesuai 
dengan aturan kepegawaian, pelanggaran disiplin seperti tidak hadir 
berkantor saat hari kerja. Bagi PNS yang tidak masuk diberikan surat 
peringatan. Apabila sudah tiga kali mendapat surat peringatan tetapi 
tidak digubris maka sanksi yang akan diberikan seperti penundaan 
kenaikan pangkat dan penudaan kenaikan gaji berkala.1 
                                                             
1 Dikutip, http://m.antaranews.com/berita/508146/163-pns-pemkot-makassar-mangkir-kerja, 
Rabu 22 Juli 2015, 12:11 WIB 
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Dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin. Sebagaimana 
dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 86 ayat 
(3).  
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi pada saat 
Undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan masih berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini.  
Untuk menumbuhkan sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 30 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
mengamanatkan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Mengenai Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun 
demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi 
dan kondisi saat ini. Maka diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.  
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Untuk mewujudkan Pegawai yang Handal, Profesional dan bermoral 
tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 
dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat 
menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas 
serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif 
berdasarkan sistem karier dan system prestasi kerja.  
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang 
mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban 
tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.2 dengan maksud 
untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang 
melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi 
berupa hukuman disiplin.3 
Dari uraian diatas untuk itu penulis ingin membahas penjatuhan sanksi 
administrasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ini ke 
dalam bentuk skripsi judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN 
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN 
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KOTA 
MAKASSAR” 
 
 
                                                             
2 Moh. Mahfud, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta, Liberty hal. 121. 
3 M. Suparno, 1992,  Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, Jakarta, PT. Purel 
Mundial, hlm 85. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi Administrasi terhadap 
Pegawai Negeri Sipil  yang melakukan pelanggaran disiplin? 
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi 
administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil  yang melakukan 
pelanggaran disiplin? 
C. Tujuan Masalah  
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi 
Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin.  
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan 
penjatuhan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil  
yang melakukan pelanggaran disiplin. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis 
Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya 
dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam 
hukum Administrasi Negara mengenai masalah-masalah yang 
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berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil  berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010. 
2.  Secara praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 
masyarakat, pemerintahan, legislatif dan praktisi hukum dalam 
memecahkan masalah-masalah mengenai penjatuhan sanksi disiplin 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 
2010. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pegawai Negeri Sipil 
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur 
sipil negara dalam pasal 1 angka 3 Pegewai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan.4 Pejabat pembina disini adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat 
disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:  
1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;  
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;  
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;  
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
                                                             
4 Lihat Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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Mengenai Subjek hukum kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil. 
Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi 
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil 
merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan 
dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the gun, the man behind the 
gun, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang 
menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-
apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan benar.5 
Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat 
yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka 
yang memangku jabatan mewaliki seperti anggota parlemen, presiden dan 
sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat 
materiil mencermati hubungan antara Negara dengan Pegawai Negeri 
dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai setiap pejabat 
yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.6 
Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
“pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 
sebagainnya) sedangkan “negeri” berarti Negara atau pemerintah, jadi 
                                                             
5 Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Jakarta, Bina Aksara, hlm 12 
6 Ibid., hlm. 13 
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Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau 
Negara.
7
 
Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur negara , abdi 
negara dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 
maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, 
sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan 
pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara 
berdaya guna dan berhasil guna.de dengan demikian kesetiaan dan 
ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri 
Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu 
ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang 
jelas dan tegas, dari uraian ini, maka timbulah kewajiban dan hak setiap 
Pegawai Negeri Sipil. 
2.  Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil 
2.1 Hak Pegawai Negeri Sipil 
 Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur Hak Pegawai 
Negeri Sipil diatur di pasal 21 yaitu : 
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 
b. Cuti; 
                                                             
7 W.J.S Poerwadarminta, dalam buku Sri. Hartini, S.H., M.H, dkk, 2010, hukum kepegawaian 
Indonesia, Sinar grafika hlm. 31 
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c. Jaminan pensiunan dan jaminan hari tua; 
d. Perlindungan; dan 
e. Pengembangan kompentensi.8 
2.2 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
 Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur kewajiban 
Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur  di pasal 23 yaitu : 
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan  pemerintah yang sah; 
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerinah yang 
berwenang; 
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di 
luar kedinasan; 
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan  
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.9 
Sebagaimana Kewajiban Pegawai negeri Sipil diatur juga di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3, yaitu : 
Setiap PNS wajib : 
                                                             
8 Lihat Pasal 21, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
9 Lihat Pasal 23, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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1. Mengucapkan sumpah/ janji PNS; 
2. Mengucapkan sumpah/ janji jabatan;  
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Repulik Indonesia, dan Pemerintah; 
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5. Melaksanakan tugas kedianasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat 
PNS; 
7. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/ atau golongan; 
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan; 
9. Bekerja dangan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 
kepentingan Negara; 
10. Melaporakan dengan segara kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan 
Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, 
dan materiil; 
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan 
sebaiknya-baiknya; 
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier; dan  
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang.10 
 
                                                             
10Lihat  Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil 
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Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib 
dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Sastra 
Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam tiga golongan, 
yaitu:11 
1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan; 
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan 
suatu tugas dalam jabatan melainkan dengan kedudukannya 
sebagai pegawai Negara pada umumnya. 
3. Kewajiban-kewajiban lain. 
Untuk menunjang kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan elemen-
elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, 
kesadaran Tanggung Jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan 
memengang rahasia Negara dan melakukan tugas kedinasan.  
a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk 
mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undnag 
Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan Tanggung jawab, pada 
umumnya kesetian timbul dari pengetahuan dan pemahaman dan 
keyakinan yang mendalam terhadap apa yang disetiai, oleh karena 
itu setiap Peagawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, 
menghayati, dan mengamalkan pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945. 
                                                             
11 Sastra Djamaika dan Marsono. 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, jakarta, 
hlm. 39 
13 
 
b. Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala 
Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan (kedinasan) yang 
berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang 
ditentukan. 
c. Pengabdian (terhadap Negara dan masyarakat) merupakan 
kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil Repulik Indonesia 
dalam hubungan formal baik dengan Negara secara keseluruhan 
maupun dengan masyarakat secara khusus. 
d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat (pada keadaan yang 
sebenarnya atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya. 
e. Jujur berarti lurus hati,  tidak curung (lurus adalah tegak benar) 
terus terang (benar adanya). Kejujuran adalah ketulusan hati 
seseorang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak 
menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya atau 
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terdapat 
sesuatu hal, boleh dituntut dan dipersalahkan. 
f. Menjunjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai dan 
menaati martabat bangsa. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa 
dan Negara mengandung arti bahwa norma-norma yang hidup 
dalam bangsa dan Negara Indonesia harus dihormati. 
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g. Cermat berarti (dengan saksama), (dengan) teliti, dengan sepenuh 
minat (perhatian). 
h. Tertib berarti menaati peraturan dengan baik, aturan yang bertalian 
dengan baik. 
i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk 
bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas 
dalam rangka pencapaian tujuan. 
j. Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh 
seseorang atau beberapa orang saja ataupun sengaja 
disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui). Rahasia dapat 
berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau 
telah dilaksanakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya, 
apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh yang tidak 
berhak. 
k. Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang 
ditentukan untuk dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang 
mengurus sesuatu pekerjaan tertentu.12 
2.3 Larangan Pegawai Negeri Sipil 
 Larangan Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 Pasal 4 yaitu : 
                                                             
12 Sri. Hartini, S.H., M.H, dkk, 2010, hukum kepegawaian Indonesia, Sinar grafika,  hlm 40 
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1. Menyalahgunakan wewenang; 
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ 
atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara 
lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional; 
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing; 
5. Memiliki menjual membeli menggandaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah; 
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 
7. Memberikan atau menyanggupi akan memberi suatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan 
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun 
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya; 
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang di 
layani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
12. Memberikan dukungan kepada calon Presidan/ Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 
a. Ikut sebagai pelaksana kampanye; 
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 
partai atau atribut PNS; 
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 
dan/ atau 
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 
Negara; 
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden 
dengan cara: 
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a. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama kampanye; dan/ atau 
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat; 
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan 
cara memberikan surat dukungan diserta foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan; dan  
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah, dengan cara: 
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 
kegiatan kampanye; 
c. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye; dan/ atau 
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
13 Lihat Pasal 4, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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B. Pokok-Pokok Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
  Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil Kedisiplinan harus menjadi 
acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin 
tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, beribawa, dan berdisiplin tinggi 
dalam menjalankan tugas. 
  Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau 
keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. 
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu 
mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, 
Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata 
sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 
dengan berbagai macam cara. 
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada 
Pasal 1 angka 1 pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 
kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 
menghindari larang yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-
Undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau di 
langgar dijatuhi hukuman disiplin.
14
 
 Peraturan disiplin pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah 
No. 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah 
                                                             
14 Lihat Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil 
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peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila 
kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut, oleh Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemarintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.15. 
Tolak ukur pengertian kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil adalah 
sebagai berikut: 
1. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja 
2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan 
tata tertib yang berlaku 
3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda 
pengenal instansi. 
4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat 
perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati 
5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja telah ditentukan. 
2. Pelanggaran Disiplin 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 1 
angka 3 pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, 
                                                             
15 Faisal Abdullah, S.H., M.Si.,2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education, 
Yogyakarta, hlm. 119 
19 
 
atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/ 
atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di 
dalam maupun di luar.16 
 Adapun pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 yaitu : 
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : 17 
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 
kerja; 
2. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggran berdampak 
negatif pada unit kerja; 
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
4. Menjunjung tinggi kerhormatan negara, pemerintah, dan martabat 
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 
kerja; 
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
angak 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk 
kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 
9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 
ada hal yang dapat membahayakan kantor atau merugikan negara 
atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan 
                                                             
16 Lihat Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil 
17 Lihat Pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
9. Masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: 
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang sah  selama 5 (lima) hari kerja; 
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari 
kerja; dan 
c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai 
dengan 15 (lima belas) hari kerja; 
10. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
11. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 
12. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan 
dengan tidak sengaja; 
13. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila 
pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan  
14. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 18 
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang 
sah; 
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang 
sah; 
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi 
instansi yang bersangkutan; 
4. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak 
negatif bagi instansi yang bersangkutan; 
                                                             
18 Lihat Pasal 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 
6. Menjunjung tinggi kerhormatan negara, pemerintah, dan martabat 
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi 
instansi yang bersangkutan; 
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
angak 8, apabila pelanggaran berdampak bagi instansi yang 
bersangkutan; 
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk 
kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang 
bersangkutan; 
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 
ada hal yang dapat membahayakan kantor atau merugikan negara 
atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan 
materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 
11. Masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 
(lima) hari kerja sampai 20 (dua puluh) hari kerja; 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS 
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua 
puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kerja; 
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran 
kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima 
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) 
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaik-sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 
bersangkutan; 
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14. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan 
dengan sengaja; 
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 
karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila 
pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan  
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 
bersangkutan. 
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : 19 
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 
2. Menaati segala Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau 
negara; 
4. Menjunjung tinggi kerhormatan negara, pemerintah, dan 
martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 
dan/atau negara; 
5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan 
sendiri, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada pemerintah dan/atau negara; 
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 
perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
pemerintah dan/atau negara; 
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk 
kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
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angka apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 
dan/atau negara; 
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan kantor atau 
merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang 
keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana di maksud 
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak 
negatif pada pemerintah dan/atau negara; 
9. Masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: 
a. Penurunan pangkat setingakat lebih rendah selam 3 (tiga) 
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah selama 31 (tiga pulu satu) hari kerja sampai 35 (tiga 
puluh lima) hari kerja; 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 
(empat puluh) hari kerja; dan 
c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja 
tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai 
dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; 
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. 
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angaka 12, apabila pencapaian 
sasaran kerja apada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh 
lima persen) 
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 
dengan sebaik-sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
pemerintah dan/atau negara; 
12. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
13. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 
dan/atau negara. 
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  Adapun pelanggaran dan jenis hukuman, pelanggaran terhadap 
Larangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 yaitu : 
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 20 
1. Memiliki, menjual, membeli, menggandaikan, menyewakan, 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau 
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 
3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan 
dengan tidak sengaja; 
4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan yang dapat 
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada unit kerja. 
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 21 
1. Memiliki, menjual, membeli, menggandaikan, menyewakan, 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 
2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau 
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pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 
3. Bertindak sewanang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan 
dengan sengaja; 
4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan yang dapat 
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; dan 
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada instansi yang bersangkutan; 
6. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai 
pelaksanaan kampanye, menjadi peserta kampanye dengan 
menggunakan atribut-atribut PNS, sebagai peserta kampanye 
dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan c; 
7. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden 
dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta 
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, 
dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 
huruf b; 
8. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan 
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 angka 14; dan 
9. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Keapala 
Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk 
mendukung calon Kepala daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah 
serta mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta 
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf 
a dan huruf d. 
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Hukuman disiplin berat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 22 
1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 angka 1; 
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan 
atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3; 
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara 
lain dan/atau Lembaga atau Organisasi Internasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 angka 3; 
4. Bekerja pada perusahan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
angka 4; 
5. Memiliki, menjual, membeli, menggandaikan, menyewakan, 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau 
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada 
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan 
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 angka 7; 
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapun juga 
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8; 
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada pemerintah dan/atau negara; 
11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Preseiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye 
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dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 angka 12 huruf d; 
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil presiden 
dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama 
masa kampanye sebagaimana dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; 
dan 
13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala 
Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan 
jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan 
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c. 
 
3. Hukuman Disiplin  
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai 
Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Hukam disiplin diberikan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai 
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam menentukan 
jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan 
dengan seksama bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu 
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman 
disiplin tersebut dapat diterima oleh keadilan.23 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada pasal 5 
menjelaskan bahwa, Apabila seorang PNS tidak menaati ketentuan pada 
Pasal 3 dan 4 maka dijatuhi hukuman disiplin. 
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 Adapun Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin diatur didalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Bagian Kedua Pasal 
7 adalah sebagai berikut; 24 
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : 
a. Hukuman disiplin ringan; 
b. Hukuman disiplin sedang; dan 
c. Hukuman disiplin berat. 
2. Jenis hukuman disiplin terdiri dari ; 
 Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari; 
a. Teguran lisan; 
Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan 
disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur 
bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai 
hukuman disiplin, itu bukan hukuman disiplin.   
b. Teguran tertulis; dan 
Hukuman tertulis yang berupa teguran tertulis dinyatakan 
dan disampainkan secara tertulis oleh pejabat yang 
berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Siil yang 
melakukan pelanggaran disiplin 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
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Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas 
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat 
yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang melakukan pelanggaran disiplin. 
 Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari ; 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga 
bulan dan untuk paling lama satu tahun. Masa penundaan 
kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk 
kenaikan gaji berkala berikutnya. 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat 
selama 1 (tahun) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang 
berwenang menghukum. Berlaku untuk selama 1 (satu) 
tahun, terhitung mulai kenaikan pangkat yang bersangkutan 
dapat dipertimbangkan, dan masa kerja selama penundaan 
kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk masa kerja kenaikan 
pangkat berikutnya. 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun. 
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
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bersangkutan, setelah menjalani hukuman disiplin 
penurunan pangkat selesai, maka pangkat PNS yang 
bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat 
semula, dan masa kerja selama menjalani hukuman 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. 
Kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan 
setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) 
tahun setelah kembali pada pangkat semula. 
 Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari; 
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun; 
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah berlaku untuk selama 3 tahun harus disebutkan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan, setelah menjalani hukuman disiplin 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan 
dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula, 
dan masa kerja selama menjalani hukuman disiplin 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat.; 
kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan 
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setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) 
tahun setelah kembali pada pangkat semula. 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah; 
Hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 
lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi yang 
bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang 
ditentukan, dalam surat keputusan hukuman disiplin tersebut 
harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
PNS yang bersangkutan, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan 
jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 
c. Pembebasan dari jabatan; 
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan 
berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat 
pada jabatan itu.selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang 
bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai 
PNS kecuali tunjangan jabatan. 
d. Pemberhetian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS; dan  
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Hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, PNS yang 
dijatuhkan disiplin ini tetap diberikan ha-hak kepegawaian 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
Hukuman disiplin yang berupa Pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai PNS, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ini 
tidak diberikan hak-hak pensiunan walaupun memnuhi 
syarat-syarat masa kerja usia pensiun. 
C. Teori Sanksi 
Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, 
kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu esensialnya. Hampir 
semua yuris yang berpandang dogmatik memandang hukum sebagai 
kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam 
masyarakatnya.  
Adapun defenisi yang dikemukakan oleh para pakar tentang 
pengertian sanksi itu, antara lain sebagai berikut:25 
Pengertian sanksi yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo: 
“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi 
pelanggaran kaidah sosial.” 
 
                                                             
25 Achmad Ali, S.H., M.H., 2011, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 42 
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Pengertian Sanksi Menurut H. van der Tas : 
“santie, bekrachtiging (pengakuan); het gelding maken (pengesahan); 
goedkeuring, bevestiging (pembenaran, peneguhan, isbat); 
strafrechtelijk : straf (hukuman); dwangmaatragel,ook volenrechtelijk 
(sanksi) 
Pengertian Sanksi menurut John A. Yogis, Q.C : 
“Sanction, a consequence or punishment for violation of accepted 
norms of social conduct which may be of two kinds: those that redress 
civil injuries (civil-santion), and those that punish crimes (penal 
sanction).” 
Pengertian Sanksi menurut Running Press Dictionary of law 
“sanction: power to enforce a law. Consent : condone.” 
Dari beberapa defenisi di atas, kita dapat melihat bahwa setidaknya 
sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari 
pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum 
maupun kaidah nonhukum). 
2. Sanksi merupakan kekuasaan untuk memaksakan di taatinya 
kaidah sosial tertentu. 
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat 
dibedakan atas: 
1. Sanksi privat, dan 
2. Sanksi publik. 
Sanksi hukum mempunyai karakter sebagai tindakan memaksa 
terhadap subjek hukum, yang diberikan oleh tata hukum dengan maksud 
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untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembentuk 
Peraturan Perundang-Undangan. Sanksi hukum tersebut terdiri atas 
Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, dan Sanksi Administrasi.26 
1. Sanksi Pidana 
Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa 
yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 
perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau 
membahayakan kepentingan hukum. 
Jenis- jenis sanksi Pidana yang diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-
Undang Pidana (KUHP). 
1. Pidana pokok 
- Hukuman mati 
- Hukuman penjara 
- Hukuman kurungan 
2. Pidana tambahan  
- Pencabutan beberapa hak yang tertentu 
- Perampasan barang yang tertentu 
- Pengumuman keputusan hakim 
2. Sanksi perdata 
Dalam hukum perdata putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa: 
                                                             
26 Achmad Ruslan, S.H., M.H., 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, 
Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.42 
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1. Putusan Condemnatoir,  yakni putusan yang bersifat menghukum 
pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). 
Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak 
yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. 
2. Putusan Declaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan 
suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya 
bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum 
semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa 
penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa 
3.  Putusan Constitutive, yakni putusan yang menghilangkan suatu 
keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: 
putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. 
Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:  
1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) 
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya 
suatu keadaan hukum baru. 
3. Sanksi Administrasi 
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  Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan Sanksi 
Administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana 
kewenangan berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan 
tidak tertulis.27 Dalam sanksi administrasi,  sasaran penerapannya 
ditujukan pada perbuatan, prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan 
secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan.28 
 Pengertian Sanksi Administrasi menurut J.J Oosternbrink: 29 
“Sanksi Administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan 
antara pemerintah terhadap warga negara dan dilaksanakan tanpa 
perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan 
tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”. 
Jenis-jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:30 
1. Sanksi Reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada 
kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai 
dengan hukum (legale situatie), dengan kata lain, mengembalikan 
pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. 
misalnya  paksaan pemerintah (bestuursdwang), pengenaan uang 
paksa (dwangsom), 
                                                             
27 Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 298 
28 Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada 
University Prress, hlm 247 
29 Ridwan H.R, Op. Cit., hlm 299 
30 Ibid. hlm. 300 
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2. Sanksi Punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan 
hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda 
administratif. 
3. Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada 
keputusan yang diterbitkan. 
Berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan mengatur sanksi administrasi,  yang telah diatur di dalam 
Pasal 81 yaitu:31 
1. Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) berupa; 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; 
c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/ atau hak-hak 
jabatan. 
2. Sanksi Administratif sedang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (2) berupa: 
a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi 
b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak 
jabatan; atau 
c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak 
jabatan 
3. Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (3) berupa; 
a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan 
dan fasilitas lainnya; 
b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan 
dan fasilitas lainnya; 
c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan 
dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan dimedia massa; atau 
                                                             
31 Lihat Pasal 81, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
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d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan 
dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan dimedia massa. 
Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan 
pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan itu 
sendiri macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu 
menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu 
dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam Peraturan Perundang-
Undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa 
macam sanksi dalam Hukum Administrasi, yaitu :32 
a. Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang) 
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, 
pembayaran, dan sebagainya) 
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) 
d. Pengenaan denda administrative (administratieve boete) 
Dikutip dari buku Ridwan H.R  jenis Sanksi Administrasi, jika 
dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Pasal 81 mengenai jenis 
Sanksi Administrasi pada Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang 
administrasi pemerintahan , maka kelihatannya jenis Sanksi Administrasi 
menurut Ridwan H.R cakupannya lebih luas karena mencakup Paksaan 
Pemerintahan (bestuursdwang), Penarikan kembali keputusan yang 
menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), Pengenaan 
uang paksa oleh pemerintah (dwangsom), Pengenaan denda 
                                                             
32 Ridwan H.R, Op. Cit., hlm 303 
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administrative (administratieve boete). Sedangkan di dalam Undang- 
undang Nomor 30 Tahun 2014  pada Pasal 81 jenis Sanksi Administrasi, 
berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dengan demikian Sanksi 
Administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tersebut 
bersangkutan dengan jenis sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7. 
a. Paksaan pemerintahan (Bestuursdwang) 
Berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, “Onder 
Bestuursdwang wordt verstaan, het feitelijk handele door of vanwege een 
bestuursorgaan wegnemen, ontruimen, beletten, in de vorige toestand 
herstellen of verrichten van hetgeen in strijd met bij of krachtens wettelijke 
voorschriften gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of 
nagelaten”, (paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan 
oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, 
mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula 
apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bertentangan dengan 
kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.  
b. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan  
Keputusan yang menguntungkan (begunstigende beschikking), artinya 
keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk 
memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu 
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memberikan keringanan beban yang ada atau mengkin ada. Lawan dari 
keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan 
beban (belastende beschikking) yaitu keputusan yang meletakkan 
kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap 
pemohonan untuk memperoleh kemungkinan. 
c. Pengenaan Uang Paksa (dwangsom) 
Pengenaan N.E Algara, Dwangsom; straf of poenaliteit, bedrag dat, 
krachtens beding in een verbintenis, verschuldigd is bij niet-nakoming, niet 
volledige of niet-tijdige nakoming; c.q ondersheiden van de vergoeding 
van kosten schaden en interessen” (uang paksa, sebagai “hukuman atau 
denda”, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus 
dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau 
tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini berarti berbeda 
dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga). Dalam 
Hukum Administrasi Negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan 
kepada seseorang atau warga Negara yang tidak mematuhi atau 
melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif 
dari tindakan paksaan pemerintah. 
d. Pengenaan Denda Administratif  
Denda Administratif ( Beustuurslijke Boetes) dapat dilihat contohnya 
pada denda fiscal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara 
meninggikan pembayaran dan ketentuan semula sebagai akibat dari 
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kesalahannya. Menurut P. de Haan dan Kawan-kawan, “Anders dan de 
administrative dwangson die gericht is op het verkrijgen van en feitelijke 
situatie in overeenstemming met de norm, cormt de administrative boete 
niet meer dan een reactive op een normovertreding, die gericht is op het 
toevoegen van een zeker leed. Vooral in het belastingsrecht komt de 
administratieve boete voor. In alle gevallen leg teen adnistratief organ, 
zonder tussenkomst van de rechter een straf op “ (berbeda dengan 
pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan 
situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih 
dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk 
menambah hukuman yang pasti terutama denda administrasi yang 
terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga organ adminstrasi 
dapat memberikan hukuman tanpa perantara hakim). Pengenaan denda 
administratif tanpa perantara hakim ini tidak berarti pemerintah dapat 
menerapkannya secara arbitrer (sewenang-wenang). Pemerintah harus 
tetap memerhatikan asas-asas Hukum Administrasi Negara baik tertulis 
maupun tidak tertulis.  
D. Tata Cara dalam penjatuhan hukuman disiplin 
1. Tata Cara Pemanggilan  
Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin, 
dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim 
Pemeriksa. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan 
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pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
tanggal pemeriksaan. Apabila PNS yang diduga melakukan Pelanggaran 
disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak 
hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari (tujuh) hari 
kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada 
pemanggilan pertama. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam 
surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus 
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan 
diterimanya surat panggilan. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang 
ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak 
hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 
hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa 
dilakukan pemeriksaan.33 
2. Tata Cara Pemeriksaan  
Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim 
pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan 
atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan 
oleh PNS yang bersangkutan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS 
yang diperiksa dan pemeriksa.  
                                                             
33 Faisal Abdullah, Op.cit., hlm. 180 
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Setiap PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran 
disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan 
langsungnya. Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab 
pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran 
disiplin yang dituduhkan kepadanya. Hasil pemeriksaan harus dituangkan 
dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 
Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu 
tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 
bukti-bukti yang ada. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata 
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut 
merupakan kewenangan : 
a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung 
tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; 
b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib 
melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, 
laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin; 
Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari : 
 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 
 1 (satu) orang Sekertaris merangkap anggota; dan  
 Paling kurang 1 (Satu) orang anggota. 
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Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau 
memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
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3. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin 
Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat 
pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal 
dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang 
akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS yang lainnya tidak melakukan 
pelanggaran disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum 
menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil 
pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang 
mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran 
disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.  
Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi 
faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari 
pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan 
dijatuhkan berbeda. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran 
disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan 
pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang 
dija`tuhkan tidak harus secara berjenjang. Apabila tidak terdapat pejabat 
yang berwenang menghukum misalnya jabatan yang lowong karena 
                                                             
34 Ibid., 181 
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pejabatnya berhalangan tetap, belum diangkat pejabat untuk jabatan 
tersebut, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi, maka kewenangan 
menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat lebih tinggi. 
Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya 
akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, 
Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan 
hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi 
induknya disertai berita acara pemeriksaan. Penjatuhan hukuman disiplin 
yang menjadi wewenang Presiden diusulkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada BAPEK dengan 
melampirkan : 
 
1) Berita acara pemariksaan 
2) Bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan  
3) Bahan-bahan lain yang diperlukan.35 
4.  Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman 
1. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah 
dipertimbangkan dengan seksama agar hukuman disiplin yang 
akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan. 
                                                             
35 Ibid. 185 
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2. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan 
beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 
(Satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah 
mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.36 
5.  Penyampaian Hukuman Disiplin  
Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwenang menghukum. Pada prinsipnya penyampaian 
keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang 
berwenang menghukum. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis 
untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin. Penyampaian 
keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat 
yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada 
PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat 
instansi terkait. Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat 
keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat 
yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan kententuan 
bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih 
rendah dari PNS yang bersangkutan. 
Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan 
tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang 
berwenang menghukum dapat menunjukkan pejabat lain untuk 
                                                             
36 Ibid. 186 
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menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan 
bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi 
hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. 
Apabila PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tidak hadir pada saat 
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin 
dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui 
dan tercatat diinstansinya.  
Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden 
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan 
instansi induknya.37 
6. Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin 
1. PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia 
pada saat sedang menjalani hukuman disiplin: 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun; dan  
                                                             
37 Ibid.198 
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d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun. Dianggap telat selesai menjalani hukuman disiplin dan 
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 
2. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya 
administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 
3. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan 
atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin 
dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 
4. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah 
mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang 
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 
5. Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman 
disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka 
keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang 
berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.38 
7. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin 
1. Untuk tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib 
mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di 
lingkungan. 
                                                             
38 Ibid., 199 
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2. Apabila seorang PNS pindah instansi, maka kartu hukuman 
disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada 
pimpinan instansi baru. 
3. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah 
satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang 
bersangkutan.39 
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 
2010 Bagian  Kelima yang mengatur tentang Tata cara penjatuhan 
hukuman disiplin yaitu, Tata Cara  Pemanggilan, Pemeriksaan, 
Penjatuhan dan Penyamaian, Keputusan Hukuman Disiplin, diatur 
dalam Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
39 Ibid., 200 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi penelitian  
Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Makassar. Adapun alasan memilih lokasi 
tersebut merupakan suatu lembaga kepegawaian dalam mencapai 
sesuatu tujuan selain sangat ditentukan oleh mutu profesionalitas juga 
ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan 
disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetian, kesungguhan, 
dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban dalam arti 
mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan 
Negara dan masyarakat. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua data, 
yaitu data primer dan data sekunder  
1) Data Primer  
Data yang diperoleh dari narasumber (informan) berdasarkan hasil 
wawancara dengan pejabat yang berkaitan langsung dengan masalah 
pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kantor 
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Pemerintahan Kota Makassar di bagian Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Makassar. 
2) Data Sekunder  
Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi (literatur), 
peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin pegawai 
negeri sipil, Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, serta data-data yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Makassar. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut: 
1) Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber, 
yaitu:  
a)  Sumber primer, yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas dan studi dokumen sebagai bukti 
perbuatan yang sudah terjadi.  
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b) Sumber sekunder yaitu buku–buku literatur ilmu hukum serta 
tulisan–tulisan hukum lainnya yang berkitan dengan masalah. 
2) Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar. 
D.  Metode Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul dan tersusun secara sistematis 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 
mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan 
dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya 
dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
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BAB VI 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap Pegawai 
Negeri Sipil  yang melakukan Pelanggaran Disiplin 
Kedudukan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam 
berbagai perundang-undangan kepegawaian dan berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang sedang aktif melaksanakan tugasnya maupun Pegawai 
Negeri Sipil yang sudah tidak aktif melaksanakan tugasnya. Peraturan 
Perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Pegawai 
Negeri Sipil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi 
larangan-larangan serta cara memperoleh hak-haknya. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi pada saat 
Undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan masih berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini. 
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 Kedispilinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor 
yang sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat 
pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan 
bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya 
terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
diperlukan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan 
berwibawa. 
Dalam Sanksi Administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada 
perbuatan, prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung 
oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Munandar, S.E, M.M., 
Kepala Bidang Evaluasi kinerja dan kesejahteraan Pegawai, pada tanggal 
29 Desember 2015, mengatakan bahwa:40 
“Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, tidak 
menggunakan istilah sanksi administrasi, melainkan sanksi disiplin. 
Sanksi disiplin adalah hukuman yang diberikan terhadap pegawai 
negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin 
yang dimaksud disini adalah apabila diliat di PP No. 53 tahun 2010 
berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan 
hukuman disiplin berat.” 
Menurut analisa penulis bahwa sanksi disiplin Di Badan 
Kepagawaian Daerah Kota Makassar itulah sanksi administrasi. Sanksi 
administrasi dalam  penerapannya ditujukan pada pelanggaran disiplin 
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, prosedur sanksi administrasi 
                                                             
40 (berdasarkan data wawancara dari Badan Kepegawaian Kota Makassar, Bapak Munandar, S.E, 
M.M. Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, 29 Desember 2015) 
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dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui 
peradilan.  Yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin 
adalah atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
pelanggaran disiplin. Yang dimana sanksi disiplin dan sanksi administrasi 
dalam penerapannya berupa teguran lisan, teguran tertulis. Penerapan 
Sanksi Administrasi dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 
tentang administrasi pemerintahan. 
Data Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, 
Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan Disiplin Tahun 2014 dan Tahun 
2015 bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar. 
Tabel 1 : Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan Disiplin 
Tahun Akhir 2014 bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota 
Makassar. 
No Jenis Hukuman Disiplin Jumlah Keterangan 
1 Hukuman Disiplin RIngan 
a. Teguran Lisan 
b. Teguran Tertulis 
c. Pernyataan Tidak Puas Secara 
Tertulis 
 
13 
11 
- 
 
2 Hukuman Disiplin Sedang 
a. Penundaan Kenaikan Gaji 
Berkala Selama 1 (satu) Tahun 
 
5 
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b. Penundaan Kenaikan Pangkat 
selama 1 (satu) Tahun 
c. Penurunan Pangkat Setingkat 
lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun 
 
3 
 
 
1 
3 Hukuman Disiplin Berat 
a. Penurunan Pangkat Setingkat 
Lebih Rendah selama 3 (tiga) 
tahun 
b. Pemindahan dalam rangka 
Penurunan Jabatan Setingkat 
Lebih Rendah  
c. Pembebasan dari jabatan 
d. Pemberhentian Dengan Hormat 
Tidak Atas Permintaan Sendiri 
e. Pemberhetian Tidak Dengan 
Hormat Sebagai Pegawai 
Negeri Sipil 
 
1 
 
 
- 
 
 
2 
5 
 
- 
 
 
 
 
 Jumlah  41  
(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar) 
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Tabel 2 : Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi Untuk Pembinaan Disiplin 
Tahun Akhir 2015 bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota 
Makassar. 
No Jenis Hukuman Disiplin Jumlah Keterangan 
1 Hukuman Disiplin Ringan 
a. Teguran Lisan 
b. teguran Tertulis 
c. Pernyataan Tidak Puas Secara 
Tertulis 
 
25 
22 
2 
 
2 Hukuman Disiplin Sedang 
a. Penundaan Kenaikan Gaji 
Berkala Selama 1 (satu) Tahun 
b. Penundaan Kenaikan Pangkat 
selama 1 (satu) Tahun 
c. Penurunan Pangkat Setingkat 
lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun 
 
1 
 
1 
3 
 
 
1 
 
3 Hukuman Disiplin Berat 
a. Penurunan Pangkat Setingkat 
Lebih Rendah selama 3 (tiga) 
tahun 
b. Pemindahan dalam rangka 
 
1 
 
 
- 
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Penurunan Jabatan Setingkat 
Lebih Rendah  
c. Pembebasan dari jabatan 
d. Pemberhentian Dengan Hormat 
Tidak Atas Permintaan Sendiri 
e. Pemberhetian Tidak Dengan 
Hormat Sebagai Pegawai 
Negeri Sipil 
 
 
7 
6 
 
- 
 
 
 
 Jumlah  66  
(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar) 
 
  Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 41 
orang dan pada  tahun 2015 terdapat 66 orang, jadi  total keseluruhan 107 
orang yang dijatuhkan sanksi untuk pembinaan disiplin. Disebabkan 
karena Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melakukan pelanggaran 
disiplin, yang dimana pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap 
kewajiban. 
  Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak 
Munandar, S.E, M.M., Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan 
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Pegawai, pada tanggal 29 Desember 2015, pelanggaran disiplin yang 
dilakukan PNS dalam kategori, ringan, sedang dan berat yaitu:
41
 
 “Pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam 
kategori ringan yaitu biasanya PNS pulang sebelum jam kerja 
berakhir tanpa alasan yang sah, PNS membolos lama, misalnya 
menambah libur setelah hari libur lebaran tanpa alasan yang sah 
dan PNS nongkrong di kantin pada jam kerja.” 
  Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 bahwa 
hukuman disiplin ringan terhadap pelanggaran dalam kategori ringan 
seperti pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada pasal 8 angka 9 
dalam peraturan pemerintah ini, yang menyatakan bahwa pelanggaran 
terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa : 
a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah selama 5 hari kerja  
b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang sah selama 6 sampai 10 hari kerja 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk 
kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai 15 hari kerja 
 “Pelanggaran PNS dalam kategori sedang adalah ketika PNS yang 
telah menerima hukuman disiplin ringan, namun masih tetap 
mengulangi perbuatan yang sama berupa pelanggaran dalam 
kategori ringan berulangkali tanpa mengindahkan hukuman disiplin 
ringan yang telah dijatuhkan sebelumnya kepada PNS yang 
bersangkutan. Pada akhirnya PNS ini menerima penjatuhan 
hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala 
                                                             
41 (berdasarkan data wawancara dari Badan Kepegawaian Kota Makassar, Bapak Munandar, S.E, 
M.M., Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, 29 Desember 2015) 
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selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 
(satu) tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama 1 (satu) tahun”  
  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 bahwa 
hukuman disiplin sedang terhadap pelanggaran disiplin dalam kategori 
sedang seperti pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada Pasal 9 
angka 11 dalam Peraturan Pemerintah ini, yang menyatakan bahwa 
pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa : 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari 
kerja. 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai 25 hari kerja, 
dan 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi PNS 
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai 
dengan 30 hari kerja. 
 “Beberapa pelanggaran PNS dalam kategori berat seperti, adanya 
laporan kepada pimpinan bahwa seorang PNS telah melakukan 
perselingkuhan atau nikah sirih oleh keluarga PNS yang 
bersangkutan, dan setelah dilakukan penelusuran ditemukan bukti-
bukti yang kuat atas laporan tersebut dan PNS yang bersangkutan 
terbukti melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhkan hukuman 
disiplin berat yaitu pemecatan.” 
  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa 
hukuman disiplin berat terhadap pelanggaran disiplin dalam kategori berat 
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seperti pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada Pasal 10 angka 
4 yaitu menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat 
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. 
  Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 
dijatuhkan sanksi disiplin di Pemerintah kota Makassar, belum 
sepenuhnya melaksanakan  kewajibannya sebagai PNS dan mengikuti 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
Adapun proses pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin terhadap 
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Makassar. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Munandar, S.E, M.M.,  
Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai pada tanggal 
11 Januari 2016,  yaitu:42 
1. Pemanggilan  
Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhkan Sanksi Disiplin, Pegawai 
Negeri Sipil yang di duga melakukan Pelanggaran disiplin dipanggil 
secara tertulis untuk diperiksa, apabila pada tanggal yang 
seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan 
pemanggilan yang kedua, apabila pada tanggal pemeriksaan, 
pemanggilan kedua PNS yang diduga melakukan pelanggaran tidak 
                                                             
42 (berdasarkan data wawancara dari Badan Kepegawaian Kota Makassar, Bapak Munandar, S.E, 
M.M., Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, 11 Januari 2016) 
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hadir maka dilakukan pemanggilan ketiga dan apabila pemanggilan 
ketiga tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum dapat 
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan 
yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 
 Dalam proses pemanggilan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai 
Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Makassar, tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 23.   
2. Pemeriksaan 
 
Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi sanksi disiplin, setiap atasan 
langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan yang dimaksud 
adalah dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam 
berita acara. Khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman 
hukuman disiplin sedang, dapat dibentuk Tim pemeriksa. Tim 
pemeriksa yang dimaksud adalah atasan langsung, unsur 
pengawasan, dan unsur kepegawaian. 
Dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai 
Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Makassar, telah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 24 dan Pasal 25. 
3. Penjatuhan hukuman disiplin 
Sebelum PNS tersebut dijatuhkan sanksi disiplin. Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Makassar mengadakan rapat yang 
membahas penjatuhan sanksi disiplin untuk menghindari 
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kesewenang-wenangan, rapat tersebut dipimpin oleh Walikota 
apabila hukuman disiplin berat berupa pemecatan, yang dihadiri 
oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, atasan 
langsung, tim periksa, dan seluruh yang terkait dalam penjatuhan 
sanksi disiplin. Namun di dalam penjatuhan sanksi disiplin di 
Pemerintah Kota Makassar, masih ada pengaruh situasi politik yang 
dimana masih sarat akan nepotisme sehingga masih terkesan 
memilih dalam penjatuhan sanksi disiplin  ketika pelanggar adalah 
seorang yang memiliki link keatas ataupun mempunyai keluarga 
yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka hukuman yang 
dihasilkan lebih ringan dari pelanggaran yang dilakukan. 
 Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran 
disiplin Di Pemerintah Kota Makassar, belum sepenuhnya mengikuti 
ketentuan Peraturan Pemerintah  No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. Karena dari hasil wawancara dengan narasumber, 
penulis dapat mengetahui bahwa di Pemerintah Kota Makassar masih 
mempertimbangkan dan memberikan toleransi terhadap sanksi disiplin 
yang akan dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, 
sehingga  hukuman yang dihasilkan lebih ringan dari pelanggaran yang 
dilakukan. 
4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin  
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipanggil secara tertulis 
untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin, disampaikan 
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secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum, 
penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 hari kerja 
sejak keputusan itu ditetapkan. 
Dalam proses penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap 
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Makassar, 
telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
Di Pemerintah kota Makassar juga belum sepenuhnya melaksanakan 
penjatuhan sanksi disiplin dimana masih ada atasan yang tidak 
menjatuhkan sanksi disiplin kepada bawahnnya yang melakukan 
pelanggaran disiplin.  Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Munandar, S.E, M.M.,  Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan 
Pegawai pada tanggal 11 Januari 2016 yaitu:43 
“Disebabkan, karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh 
atasan langsung, yang dimaksud dengan pembiaran disini adalah 
dimana atasan tersebut mengetahui bahwa adanya pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh bawahannya tetapi dia tidak 
memberikan teguran atas perbuatannya. Dengan alasan, atasan 
langsung di instasi tersebut tidak memahami tentang kewenangan 
yang diberikan untuk menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana 
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.” 
 
Dan apabila diliat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
pada Pasal 21 yakni : 
                                                             
43 (berdasarkan data wawancara dari Badan Kepegawaian Kota Makassar, Bapak Munandar, S.E, 
M.M., Kepala Bidang Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, 11 Januari 2016) 
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(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin 
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukaman disiplin 
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat 
tersebut dijatuhi hukuman disiplin atasannya. 
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama 
dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan 
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga 
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin.  
Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa  atasan 
langsung tersebut tidak mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 tahun 2010 Pasal 21.  
   Dari seluruh penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Makassar, belum sepenuhnya 
mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah  No. 53 Tahun 2010 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
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B. Faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi 
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin 
Dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi di Pemerintah kota 
Makassar, adapun faktor-faktor yang menghambatan jalannya penjatuhan 
sanksi administrasi tersebut yakni: 
1. Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, 
yang dimaksud dengan pembiaran disini adalah dimana atasan 
tersebut mengetahui bahwa adanya pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh bawahannya tetapi dia tidak memberikan teguran atas 
perbuatannya. Dengan alasan, atasan langsung di instasi tersebut 
tidak memahami tentang kewenangan yang diberikan untuk 
menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan 
Pemerintah No. 53 tahun 2010. 
Dan apabila diliat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
pada Pasal 21 yakni : 
(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin 
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukaman disiplin 
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat 
tersebut dijatuhi hukuman disiplin atasannya. 
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(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama 
dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan 
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga 
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin.  
 
2. Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan 
kewajibannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran 
disiplin.   
3. Situasi politik, situasi politik sering menjadi penghambat dalam 
penjatuhan sanksi, sebab dalam pemerintah Kota Makassar, masih 
sarat akan nepotisme, sehingga masih terkesan memilih dalam 
penjatuhan sanksi disiplin, ketika pelanggar adalah seorang yang 
memiliki link keatas ataupun mempunyai keluarga yang menduduki 
jabatan pimpinan tinggi maka hukuman yang dihasilkan lebih ringan 
dari pelanggaran yang dilakukan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN  
1.  Pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin terhadap pelanggaran 
disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Makassar, belum 
sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah  No. 53 
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
2. Faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah 
Kota Makassar, Disebabkan karena adanya pembiaran yang 
dilakukan oleh atasan, kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil 
dalam melakukan kewajibannya, dan situasi politik sering menjadi 
penghambat dalam penjatuhan sanksi 
B. SARAN 
1. Pelaksanaan  penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar, 
harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar perlu 
mengadakan  sosialisasi  terkait Peraturan Pemerintah No. 53 
Tahun 2010 tentang disiplin PNS, Pemberian sanksi yang tegas 
kepada atasan langsung ataupun pejabat yang berwenang 
menghukum yang tidak memberikan sanksi kepada bawahannya 
yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
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